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ABSTARCT

Conflict resolution is a process or effort to resolve a conflict between hostile
parties. Conflict is inseparable from social life, of course, in the context of
development to support the economy throughout the territory of the Unitary State
of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the history of land,
conflict staging, mapping of role relations between parties, and conflict resolution
efforts in the Steam Power Plant (PLTU) Unit 2 Kanci Cirebon. The research was
conducted from March to April 2025 in the area around PLTU Unit 2 Kanci. This
research uses a descriptive qualitative approach, which describes the meaning of
data or phenomena captured by researchers by showing evidence. This data comes
from observation, document review, and the results of interviews with all
informants, which are in the form of descriptions of “pieces” of the issues or
phenomena under study. The results of the study found that the conflict resolution
that had been carried out had not been able to provide satisfactory results for all
parties involved or an agreement had not been reached that could resolve the core
of the problem, so that the conflict at PLTU Unit 2 Kanci Cirebon continued.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2, negara berperan sebagai
organisasi seluruh rakyat untuk mengatur dan menentukan keseluruhan
urusan agraria antara subjek, objek, dan hubungan hukum antara keduanya.
Hal ini merupakan wewenang dari hak menguasai negara untuk mencapai
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dengan
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tjondronegoro, 2008). Dalam
meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemerintah membuat
suatu rencana pembangunan jangka panjang dalam pemanfaatan sumber
daya agraria untuk melakukan pembangunan dengan masif berskala
nasional secara terus-menerus guna mencapai cita-cita yang tercantum pada
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Krismantoro, 2022).

Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sebagai aset sosial dan
aset kapital. Tanah sebagai aset sosial berfungsi sebagai media pengikat
kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sedangkan aset kapital berfungsi
sebagai modal dasar dalam pembangunan. Fungsi ganda tanah tersebut
merupakan kesatuan utuh yang dapat dimanfaatkan kandungan di dalam
maupun di atas tanah. Fungsi ganda yang melekat pada tanah membuat
ketergantungan masyarakat dengan tanah menjadi ajang kontestasi dan
persaingan untuk menguasai serta memiliki tanah. Hal ini menjadi penyebab
munculnya berbagai permasalahan serta konflik diantara masyarakat dan
tidak jarang bersinggungan dengan tujuan pembangunan negara yang
dilaksanakan demi tujuan kemajuan ekonomi bangsa oleh pemerintah
(Wahyu, 2016). Banyaknya permasalahan yang bermuara pada konflik juga
dipicu oleh ketimpangan kepemilikan tanah yang ada di Indonesia.
Kepemilikan tanah lebih didominasi oleh individu/kelompok tertentu serta



kebutuhan tanah semakin meningkat dengan naiknya jumlah populasi
rakyat Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik yang
terjadi terhitung saat presiden Joko Widodo menjabat antara tahun 2015
hingga tahun 2023 sudah terjadi 241 konflik yang berdampak ke 135 ribu
kepala keluarga (KK) dan 638 ribu hektar tanah di seluruh wilayah
Indonesia, diantaranya terdapat 73 konflik yang disebabkan dengan adanya
pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terjadi di seluruh
sektor pembangunan seperti: proyek penambangan di Wadas untuk
pembangunan Bendungan Bener, pembangunan tol Padang-Pekanbaru,
proyek lumbung pangan di Sumatera Utara, pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muna, pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) di Pinrang dan masih banyak proyek-proyek strategis
nasional yang menyebabkan konflik berkepanjangan (Wicaksono, 2023).

Konflik pada kenyataannya dapat memberikan dampak positif dan
negatif di masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya
konflik, yaitu perubahan pola pikir dalam memahami sebuah konflik dan
melihat dari banyak perspektif permasalahan dalam menyelesaikan konflik.
Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan dari konflik adalah kerusuhan
yang menyebabkan kerusakan harta dan benda yang dimiliki dari kedua
pihak yang berkonflik (Gamayanti, 2019).

Resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik yang
ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari adanya konflik, terdapat
dua cara dalam menyelesaikan suatu konflik yaitu: penyelesaian di luar
peradilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui peradilan (litigasi).
Resolusi konflik melalui peradilan menghasilkan kemenangan kepada satu
pihak dan kekalahan di pihak lainnya atau win lose solution. Resolusi
konflik dengan ini hasilnya dipengaruhi oleh peran pihak penengah atau
pihak ketiga yang tidak memihak siapapun sehingga pihak penengah
diposisikan objektif dan mengendalikan diri agar tidak condong ke salah
satu pihak. Hal tersebut dapat menyelesaikan konflik namun bersifat

sementara sehingga tidak menjamin konflik selesai dan dapat muncul



kembali di waktu yang mendatang akibat dari kalahnya salah satu pihak
yang berkonflik (Tambunan, 2017). Sementara itu, Resolusi konflik di luar
peradilan dapat dilakukan melalui kooperatif atau cara komunikasi antar
kedua belah pihak yang berkonflik sehingga menghasilkan win-win
solution. Dalam penyelesaian ini, kedua belah pihak yang berkonflik tidak
ada yang dirugikan, sehingga menciptakan perdamaian dengan upaya saling
memaafkan diantara kedua pihak yang berkonflik. Cara kedua ini dapat
dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Nasa & Nuwa, 2021).

Salah satunya contoh konflik yang terjadi di Desa Kanci Kabupaten
Cirebon. Konflik ini dipicu penyerobotan tanah oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di Desa Kanci
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Pengakuan dari penasihat
hukum dari pihak pemilik tanah menyampaikan bahwa pihak KLHK telah
membuat klaim sepihak atas tanah masyarakat dengan dasar Surat
Pengakuan Hak (SPH) kolektif yang dikumpulkan pada tahun 1985 sampai
1986 (E-satu, 2024).

Konflik PLTU Unit 2 Kanci sudah lama terjadi sejak dimulai
pembangunannya pada tahun 2016. Konflik berangsur-angsur meredam dan
kembali memanas pada tahun 2024. PLTU Unit 2 Kanci mulai dibangun
pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2022 diatas tanah Hak Pakai atas
nama KLHK. Pada tanggal 6 November 2024 terjadi unjuk rasa dan mediasi
di PLTU unit 2 yang dilakukan oleh masyarakat yang tanahnya dibangun
PLTU Unit 2 dengan didukung Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat
Indonesia Bersatu (Ormas GRIB). Mediasi dihadiri pihak kuasa hukum
masyarakat, PLTU, KLHK, Polres Kabupaten Cirebon dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Cirebon. Masyarakat menuntut atas tanah yang
dijadikan PLTU Unit 2 seluas 200 Hektar. Masyarakat menuntut ganti rugi
atas tanah tersebut karena sudah sejak lama telah dikuasai oleh masyarakat.
Hasil dari mediasi yang telah dilakukan belum ada titik temu antara kedua
belah pihak yang berkonflik. Berangkat dari kronologi konflik yang terjadi
di Desa Kanci, peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian berjudul:



‘Resolusi Konflik Pertanahan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga UAP Unit 2 Kanci Cirebon.’

. Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan KLHK merupakan
jenis konflik vertikal karena melibatkan dua pihak yang memiliki status,
kewenangan dan kekuasaan yang berbeda. KLHK memiliki kewenangan
dalam pengelolaan sumber daya alam serta kebijakan lingkungan.
Sementara itu, masyarakat adalah bagian dari mereka yang harus mematuhi
kebijakan tersebut. Terdapat ketimpangan diantara kedua belah pihak yang
rentan memunculkan gesekan dan berujung pada konflik. Masyarakat yang
menggarap mempertanyakan status kepemilikan tanah yang digunakan
untuk pembangunan PLTU 2 Kanci. KLHK mempunyai bukti kepemilikan
berupa sertipikat hak pakai yang berasal dari penurunan hak milik. Bukti
peralihan dari hak milik ke hak pakai ini yang masih diragukan oleh
masyarakat yang menuntut atas pembangunan PLTU 2 Kanci. Masyarakat
merasa diabaikan karena sebagai penggarap tidak mendapatkan ganti
kerugian.

Konflik yang berkaitan dengan sumber daya termasuk tanah pada
dasarnya lebih mungkin diselesaikan dibandingkan dengan konflik yang
berbasis ideologis. Konflik berbasis ideologis cenderung lebih rumit
penyelesaiannya karena berkaitan dengan perbedaan prinsip atau pemikiran
seperti yang pernah terjadi di wilayah Eropa setelah perang dunia kedua
yaitu terbaginya negara Jerman menjadi dua bagian antara Jerman Timur
yang berpaham komunis dengan Jerman Barat yang berpaham Kapitalis.

Konflik berbasis sumberdaya sebagaimana terjadi di Desa Kanci
menarik untuk didalami lebih lanjut dalam hal ini untuk memastikan bahwa
tipologi konflik serupa ini tidak serumit konflik-konflik berbasis ideologis.
Untuk selanjutnya penelitian ini mendalami konflik pertanahan yang terjadi
di PLTU 2 Kanci. Pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana riwayat tanah dan penahapan konflik yang terjadi di PLTU
Unit 2 Kanci Cirebon?



2. Bagaimana pemetaan relasi dan peran para pihak yang terlibat dalam
konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon?

3. Apa upaya resolusi konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon
yang telah dilakukan dan akan dilakukan?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini

memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui riwayat tanah dan penahapan konflik yang terjadi di PLTU
Unit 2 Kanci Cirebon;

2. Mengetahui pemetaan relasi dan peran para pihak yang terlibat dalam
konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon;

3. Mengetahui upaya resolusi konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci
Cirebon.

. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan

baik secara akademis dan praktis:

1. Manfaat akademis yaitu dapat mengembangkan kajian mengenai resolusi
konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tipologi konflik vertikal;

2. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan rekomendasi resolusi konflik
yang lebih komprehensif terutama yang melibatkan klaim-klaim

penguasaan tanah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Riwayat konflik PLTU yang berakar dari proyek pembangunan
Wood Center pada tahun 1985 di wilayah Desa Kanci dan sekitarnya yang
kemudian tidak jadi dibangun dan akhirnya digarap kembali oleh
masyarakat, khususnya dalam pembangunan PLTU Unit 2 Kanci. Tanah
seluas 195 hektar yang semula diperuntukkan bagi kepentingan industri
kehutanan justru tidak dimanfaatkan dan mengalami perubahan fungsi tanpa
keterlibatan aktif masyarakat. Kurangnya komunikasi antar pihak,
rendahnya nilai ganti rugi, serta dugaan tekanan saat proses pembebasan
tanah memicu resistensi warga yang terefleksi dalam berbagai bentuk
perlawanan hukum dan sosial. Keberadaan proyek PLTU Unit 2 Kanci
memperparah situasi dengan munculnya persoalan lingkungan, pelanggaran
tata ruang, sehingga tahapan konflik PLTU masih berlangsung.

Konflik ini melibatkan berbagai relasi dan peran antar pihak, seperti
instansi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, maupun pihak swasta seperti PT
Cirebon Energi Prasarana (CEPR), perangkat desa, masyarakat, dan
yayasan seperti WALHI serta Ormas GRIB. Ketegangan antarpihak dipicu
oleh tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, minimnya transparansi dalam
proses perencanaan, serta dalam distribusi manfaat pembangunan seperti
Coorporate Social Responsibility (CSR). Di satu sisi, negara memiliki
legitimasi hukum atas penguasaan aset, namun di sisi lain masyarakat lokal
memiliki ikatan historis dan sosial terhadap tanah yang telah mereka kelola
secara turun-temurun. Relasi kekuasaan yang timpang semakin diperburuk
oleh kurangnya ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Sementara itu, kehadiran organisasi luar yang turut
serta dalam advokasi warga juga tidak terlepas dari agenda politik tertentu.

Upaya resolusi konflik PLTU sudah banyak dilalui seperti melalui
jalur litigasi sebanyak tiga kali, yaitu dengan melalai gugatan ke PTUN
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sebanyak dua kali dan PN sebanyak satu kali maupun non litigasi sebanyak
tiga kali, yaitu bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Cirebon, selanjutnya di PLTU Unit 2 Kanci, dan yang
terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Upaya resolusi konflik
yang sudah dilakukan belum mampu memberikan hasil yang memuaskan
bagi seluruh pihak yang terlibat atau belum tercapai kesepakatan yang dapat
menyelesaikan inti permasalahan. Sementara itu, upaya resolusi konflik
kedepannya menurut informan yang diwawancarai yaitu dengan upaya
litigasi, pemberian kompensasi dalam bentuk dana kerohiman dari KLHK
berdasarkan persetujuan antar pihak, dan perdamaian dengan mengabulkan
tuntutan masyarakat dalam gugatan yang diajukan saadi. Fenomena ini
menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen aset KLHK, khususnya
terkait tanah yang dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun sebelum
akhirnya dimanfaatkan kembali untuk pembangunan PLTU. Hal ini
menyebabkan masyarakat terdorong untuk kembali menggarap tanah

tersebut demi keberlangsungan hidup.

. Saran
Saran yang perlu dilakukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, yaitu:

1. Melakukan pembenahan tata kelola aset tanah yang dimiliki KLHK
dengan cara menginventarisasi seluruh aset tanah yang dimiliki agar
diketahui letak dan luas tanah yang kemudian dilakukan
pensertipikatan di Kantor Pertanahan.

2. Melakukan pemasangan tanda batas terhadap aset tanah yang
dimiliki dan membuat papan nama bahwa tanah ini dimiliki oleh
KLHK.

Saran yang perlu dilakukan untuk PT Cirebon Energi Prasarana
sebagai pihak pengelola PLTU vyaitu:

1. Melakukan perekrutan pekerja yang jelas dan transparan dalam
melakukan pekerjaan sadonan, terutama diprioritaskan terhadap
masyarakat desa sekitar PLTU Unit 2 Kanci.
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2. Pemberian CSR kepada masyarakat yang berhak menerima dana
bantuan tersebut terutama bagi masyarakat yang telah kehilangan
pekerjaan akibat pembangunan PLTU Unit 2 Kanci.

Saran yang perlu dilakukan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon, yaitu:

1. Melakukan pembenahan arsip terutama warkah, buku tanah, surat
ukur, dan gambar ukur karena dokumen tersebut merupakan
dokumen negara yang vital sehingga jika terdapat konflik yang
melibatkan tanah yang sudah bersertipikat arsip tersebut siap
digunakan sebagai dasar pumbuktian pihak kantor pertanahan.

2. Melakukan evaluasi dan pengetahuan kepada para pegawai agar
selalu menjaga arsip warkah yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Cirebon.
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